Catahu SPEK-HAM “Korban Bersuara, Data Berbicara, Meretas Asa Keadilan bagi
Koban Kekerasan Berbasis Gender”

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah serta keberagaman
modusnya. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2018 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), diketahui ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang
dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018, naik 14% dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466.

Sementara itu kasus kekerasan di Jawa tengah pada tahun 2018 (berdasarkan data simponi) berjumlah 2.503
kasus, dengan kasus Kekerasan Seksual ada 907 kasus tertinggi kedua setelah Kekerasan Fisik 940 kasus.
Untuk usia korban yang mengalami kekerasan, paling tinggi di usia 13 — 17 tahun dengan jumlah 732 orang,
disusul peringkat ke dua di usia 25 - 44 tahun sejumlah 723 orang, rentang usia remaja dan usia produktif.

Sedangkan untuk data kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani SPEK-HAM sendiri untuk tahun
2018 ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 66% menjadi 58 pengaduan. Meningkatnya angka
kekerasan terhadap Perempuan setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin
beraninya korban Kekerasan terhadap Perempuan bersuara serta informasi yang massif dari media tentang
publikasi Kekerasan terhadap Perempuan.

Sejak tahun 1998, Kami Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM)
sebagai salah satu anggota Forum Pengada Layanan melakukan pendampingan penaganan kasus kekerasan
berbasis Gender. Setiap tahunnya kami berupaya untuk melakukan publikasi data kasus Kekerasan terhadap
Perempuan yang kami tangani sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas. Penganan kasus yang kami
lakukan tidak semua sampai pada layanan pendampingan hukum, sekitar 30% dari 58 pengaduan memilih
penyelesaian secara kekeluargaan terutama untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan data pengaduan di tahun 2018, menurut kategori jenis kasus, bentuk kasus, pekerjaan, usia,
informasi adanya layanan pemerintah serta latar pendidikan bisa dilihat sebagai berikut:

1. Data Kasus pengaduan :

OTahun 2017
Tahun 2018

Data Kasus

Berdasarkan data table diatas, korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang datang mengadukan
kasusnya ke SPEK-HAM dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan 66% atau 20 kasus. Hal ini



menunjukan jumlah kasus kekerasan dalam tahun berikutnya mengalami peningkatan tinggi. Peningkatan
jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan menunjukan semakin banyak perempuan mendapatkan akses
informasi akan layanan penanganan kasus maupun kesadaran untuk berani berbicara. Dari pengaduan kasus
yang dilakukan ke SPEK-HAM lebih banyak korban mendapatkan informasi dari media sosial SPEK-HAM
maupun informasi dari korban yang pernah mengakses layanan di SPEK-HAM sebelumnya.

2. Tabel Di bawah Ini Menunjukan Jenis Kekerasan:

Berdasarkan jenis kekerasan yang dialami perempuan korban lebih banyak jenis Kekerasan terhadap Istri,
mencapai 93 %. Cukup tingggi Kekerasan terhadap Istri (KTI) yang ditangani SPEK-HAM dibandingkan
dengan jenis kekerasan yang lainnya. Untuk Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) serta Kekerasan terhadap
Perempuan Anak masing — masing hanya 3.5%. Kekerasan terhadap Istri yang diterima SPEK-HAM lebih
banyak factor yang mendasari karena adanya penelantaran, suami memiliki perempuan lain atau berselingkuh
serta kekerasan fisik.

Melihat table data dibawah ini sebagian besar korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan atau biasa
disebut mengalami kekerasan ganda. Selain menerima kekerasan fisik, juga mengalami penelantaran rumah
tangga serta kekerasan psikis. Rentang waktu korban mengalami kekerasan ganda sebagian besar sudah
berlangsung lama atau kekerasan yang dialaminya berulang.



3. Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Psikologis Penelantaran

4. Data Berdasarkan Usia

Korban

Pelaku

19-24Th 25-40Th

Melihat usia korban pada rentang 25 th sampai 40 th merupakan tertinggi menjadi korban, mencapai 65,5%
dan urutan kedua pada rentang usia |9 th sampai dengan 24 th, mencapai 19% serta sisanya rentang usia
diatas 40 th. Demikian juga pelakunya atau pasangan korban terbanyak pada rentang usia 25 th sampai dengan
40 th, mencapai 60%. Dari rentang usia korban dan pelaku lebih banyak pada usia produktif atau diusia 19
tahun sampai dengan 40 th.

Melihat latar belakang pendidikan pada table dibawah ini, pelaku ternyata yang memiliki pendidikan SMA,
D3 maupun Perguruan Tinggi cukup banyak ( 60,3 % ) dibandingkan yang memiliki pendidikan SLTP maupun
SD (39,7 % ). Melihat hal tersebut bahwa pernyataan Kekerasan terhadap Perempuan hanya terjadi pada
masyarakat yang berpendidikan rendah ternyata tidak terbukti. Demikian pula dengan korbannya, yang
berasal dari pendidikan SLTA hingga Perguruan Tinggi jumlahnya cukup tinggi, ada 72, 4%.



5. Pendidikan Korban dan Pelaku

Korban

Pelaku

6. Berdasarkan Pekerjaan

Korban

Pelaku

Melihat latar belakang pekerjaan pelaku yang berasal Pegawai Negeri, Polri maupun Pensiunan Pegawai
Negeri cukup tinggi, ada 12 %. Selain itu kalau dilihat dari pekerjaan pelaku lainnya, hampir semuannya
memiliki pekerjaan. Factor — factor akan ekonomi yang pada umumnya dikaitkan menjadi akar persoalan
setidaknya kalau dilihat dari latar belakang pekerjaan, hampir semua memiliki penghasilan untuk penghidupan.
Ada beberapa factor diluar ekonomi yang kemudian mempengaruhi terjadinya perceraian.



7. Berdasarkan Informasi Layanan Milik Pemerintah

OKorban

Tidak tahu

Berdasarkan pertanyaan yang kami sampaikan pada korban apakah mereka mengetahui layanan penaganan
kasus yang difasilitasi oleh pemerintah, dari pertanyaan tersebut 95% nya tidak mengetahui. Dari hasil saat
konseling, korban tidak mengetahui kalau ternyata pemerintah memiliki layanan untuk penanganan kasus.

Kalau mereka mengetahui pemerintah punya layanan penanganan kasus, sebenarnya mereka ingin mengakses

fasilitas yang ada. Setidaknya mereka merasa ada perhatian dari pemerintah atas kasus yang dialaminya.

Dalam pendampingan penanganan kasus korban Kekerasan terhadap Perempuan, kami menemukan beberapa
tantangan di aspek pelanggaran HAM. Tantangan tersebut diantaranya;

Kebutuhan visum bagi korban Kekerasan Seksual (perkosaan) dengan adanya BPJS kemudian korban
tidak bisa mengakses layanan tersebut secara gratis. Korban atau keluarga korban di bebani
membayar sendiri layanan visum tersebut. Demikian juga jika terjadi kehamilan pada korban
perkosaan, dari mulai pemeriksaan hingga awal kehamilan hingga persalinan, korban dikarenakan
tidak memiliki status pernikahan kemudian layanan tersebut juga berbayar.

Keputusan sidang perdata di Pengadilan Agama mengenahi nafkah Mut’ah, Idhah serta nafkah
terhutang lainnya pada kasus cerai talak, yang didalamnya ada nominal ganti materiel/uang kemudian
tidak ada kelembagaan lanjutan yang bisa melakukan eksekusi keputusan tersebut. Jika dalam jangka
waktu 6 bulan keputusan tersebut tidak ada pembacaan ikrar talak maka proses hukum gugur dengan
sendirinya.

Masih ada oknum Aparat Penegak Hukum saat melakukan penyidikan menyampaikan pernyataan yang
menyudutkan terutama korban seperti ‘“kowe lapor, nyang kene nangis — nangis engko tekan
omabh bali kelon, nambahi gaweyan wae”. (wawancara koban kasus KDRT, Solo)

Fitri Haryani, Manager Divisi PPKBM (Pencegahan Penaganan Kekerasan Berbasis Masyarakat) Email;

fitrijunanto@yahoo.com or fitrijunanto@gmail.com
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